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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dalam memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi
perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dan
eksploitasi, diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan
orang, perlu membentuk unit kerja yang menangani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta sesuai dengan rekomendasi Menteri
Dalam Negeri Nomor 061/1672/OTDA, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa
Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang …



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan …
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
Dan Anak  Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor
2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 38);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 102);

16. Peraturan …
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16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2
Nomenklatur UPT yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III …
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BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengaduan, Penanganan, dan Kedaruratan; dan
c. Seksi Tindak lanjut, Transisi, dan Rehabilitasi.

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup
luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk
wilayah kerja/unit kerja nonstruktural dipimpin oleh
koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.

(4) Bagan struktur UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV …
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BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana
perdagangan orang serta perlindungan khusus.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
b. pelayanan pengaduan masyarakat;
c. pelayanan penjangkauan korban;
d. pelayanan rujukan;
e. pelayanan perlindungan dan pengamanan;
f. pelayanan penanganan korban dan pengelolaan kasus;
g. pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi dan sosial;
h. pelayanan bantuan hukum;
i. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 7
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi

umum;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan

dan peralatan kantor;
e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;

f. melaksanakan …



- 7 -

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program,

anggaran dan perundang-undangan;
h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan

kearsipan UPT;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana;dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPT.
(2) Seksi Pengaduan, Penanganan, dan Kedaruratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan seksi Pengaduan,

Penanganan dan Kedaruratan;
b. melaksanakan penerimaan pengaduan dan penjemputan

terhadap korban yang berada dalam kondisi kritis;
c. melaksanakan penerimaan rujukan dari aparat penegak

hukum dan lembaga layanan yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan
lembaga layanan yang dibentuk oleh masyarakat secara
langsung atau melalui telepon;

d. melaksanakan asesmen untuk menentukan korban
masuk ke Rumah Aman Emergensi atau Rumah Aman
Transisi;

e. fasilitasi Visum et Repertum dan Visum et Repertum
Psikiatri;

f. fasilitasi penanganan medis terhadap dampak kekerasan;
g. melaksanakan psikoterapi dan/atau psikososial;
h. fasilitasi bantuan hukum;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPT.
(3) Seksi Tindak lanjut, Transisi, dan Rehabilitasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Tindak lanjut,

Transisi dan Rehabilitasi;
b. melaksanakan mediasi dan konseling;

c. fasilitasi …
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c. fasilitasi layanan penanganan medis, psikoterapi
dan/atau psikososial lanjutan;

d. fasilitasi pemulangan purna layanan;
e. melakukan kunjungan rumah setelah pemulangan purna

layanan;
f. melakukan pemantauan korban bekerja sama dengan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang
membidangi perlindungan perempuan dan anak atau
lembaga penyedia layanan yang dibentuk masyarakat di
tempat korban berdomisili;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8
(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang
dipimpinnya.

(2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal
dilingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi
dibawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 10 …
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Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E.



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGADUAN,

PENANGANAN DAN
KEDARURATAN

SEKSI
TINDAK LANJUT,
TRANSISI, DAN
REHABILITASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL


